
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan asas legalitas, hakim memutus suatu perkara pidana sesuai dengan ketentuan 

sanksi pidana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang 

Narkotika. Namun dalam proses penyelesaian perkara pidana Narkotika Nomor : 02 

/Pid.B/2012 /PN.SWL pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, hakim menjatuhkan pidana 

kepada terdakwa Govienza Rahmat Arisky tidak sesuai dengan ketentuan saksi pidana 

minimum, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 

2009 tentang Narkotika. Hakim mengambil suatu kebijaksanaan dengan memutus 

perkara di bawah batas minimum.  

2. Hal yang mendasari kebijakan hakim dalam memutus perkara pidananarkotika Nomor 

:02 /Pid.B/2012 /PN.SWL pada Pengadilan Negeri Sawahlunto di bawah batas 

minimum dikaitkan dengan tugas dan kewenangan seorang hakim adalah karena Hakim 

Pengadilan Negeri melihat terdakwa Govienza Rahmat Arisky yang masih berstatus 

anak dan memperhatikan masa depan anak. Kebijaksanaan hakim ini dapat dibenarkan 

berdasarkan teori pemidanaan, teori keadilan, teori hukum responsif dan teori 

kebijaksanaan karena hakim bukan lah semata-mata corong undang-undang, hakim juga 

harus memperhatikan faktor yuridis dan non yuris suatu perkara sebelum menetapkan 

putusan, yang bertujuan memberikan perlindungan dan keadilan bagi pelaku yang masih 

anak tanpa menafikan kepentingandan keadilan masyarakat. 

B. Saran 



 

 

1. Putusan hakim dalam perkara tindak pidanaNarkotika Nomor :02 /Pid.B/2012 /PN.SWL 

pada Pengadilan Negeri Sawahlunto ini bisa menjadi contoh dan pertimbangan bagi 

hakim lain dalam mengambil putusan dalam perkara yang relatif sama. Penanganan 

perkara anak memang spesifik dan hati-hati  karena tidak saja menyangkut dan 

mempertimbangkan kepentingan keadilan masyarakat, tapi juga kepentingan masa 

depan terdakwa yang masih berstatus anak. 

2.  Dengan adanya Putusan hakim dalam perkara tindak pidanaNarkotika Nomor :02 

/Pid.B/2012 /PN.SWL pada Pengadilan Negeri Sawahlunto ini, diharapkan hakim dalam 

menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku pidana lebih mengedepankan 

kepentingan anak, sehingga tetap menjaga martabat anak, dan menjamin kelangsungan 

masa depan anak. 

 

 


